KEPUTUSAN
MENTERI PENDI DI KAN NASI ONAL
REPUBLI K | NDONESI A

NOMOR 184/ U/ 2001
TENTANG
PEDOVAN PENGAWASAN - PENGENDALI AN DAN PEMBI NAAN PROGRAM
DI PLOVA, SARJANA DAN PASCASARIANA DI PERGURUAN TI NGG

MENTERI PENDI DI KAN NASI ONAL,

Meni mbang
a. bahwa perkenbangan pendi di kan tinggi menuntut adanya ot onom

yang | ebi h | uas sehingga proses pendi di kan dapat dil aksanakan

| ebi h efektif dan efisien;

bahwa pengel ol aan perguruan tinggi dituntut nenenubhi
akuntabilitas bai k kepada masyarakat maupun permerint ah;

bahwa sehubungan dengan itu di pandang perlu nmenet apkan Pedonan
Pengawasan- Pengendal i an dan Penbi naan Program Di pl oma, Sarj ana,
dan Pascasarj ana di Perguruan Ti nggi

Mengi ngat

1.

Undang- undang Normor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Tahun 1989 Nonor 6, Tanmbahan Lenbaran
Negara Nonor 3390);

Perat uran Pereri ntah Republik | ndonesia Nonor 60 Tahun 1999
(Lermbaran Negara Tahun 1999 Nonor 115, Tanbahan Lenbaran Negara
Noror 3859) ;

Keput usan Presiden Republik Indonesia Normor 177 Tahun 2000

t ent ang Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Departenen,

sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republ i k I ndonesi a Nonor 82 Tahun 2001,

Keput usan Presiden Republik Indonesia Nonor 228/ M Tahun 2001
mengenai penbent ukan Kabi net Gotong Royong;

Keput usan Presiden Republik Indonesia Normor 102 Tahun 2001

t ent ang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organi sasi dan Tata Kerja Departenen;

Keputusan Menteri Pendi di kan Nasi onal Normor 010/ Q' 2000 tentang
Organi sasi dan Tata Kerja Departenen Pendi di kan Nasi onal ;
Keputusan Menteri Pendidi kan Nasi onal Normor 232/ U/ 2000 tentang
Pedorman Penyusunan Kuri kul um Pendi di kan Ti nggi dan Peni | ai an
Hasi | Bel aj ar Mahasi swa;

Keputusan Menteri Pendidi kan Nasi onal Normor 234/ U/ 2000 tentang
Pedorman Pendi ri an Perguruan Tinggi;

MEMUT USKAN:

Menet apkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDI DI KAN NASI ONAL TENTANG

Pasal

1

PEDOVAN PENGAWASAN - PENGENDALI AN DAN PEMBI NAAN
PROGRAM DI PLOVA, SARJANA, DAN PASCASARIANA Di
PERGURUAN TI NG3 .



(1) Dal amrangka penjam nan akuntabilitas pengel ol aan perguruan

tinggi, Drektorat Jenderal Pendidikan Tinggi mel aksanakan kegi at an

pengawasan pengendal i an dan penbi naan terhadap perguruan tinggi
yang meliputi:

a. Rencana | nduk Pengenmbangan (RIP);
b. Rencana strategi (Renstra);
c. Kurikul um
d. Tenaga Kependi di kan;
e. Cal on Mahasi swa;
f. Sarana dan prasarana yang neliputi:
1. ruang kuli ah;
2. ruang dosen;
3. ruang sem nar;
4. | aboratorium
5. perpust akaan;
6. fasilitas komput asi;
7. fasilitas teknol ogi infornmasi;
8. perl engkapan pendukung penbel aj ar an;
9. perl engkapan pendukung kegi at an kemahasi swaan
10. peral atan | aboratorium

11. buku- buku/ dokunen yang nendukung;
g. Penyel enggaraan pendi di kan, yang neliputi;
1. kuliah;
2. praktikum
3. kegi atan terencana;
4. penbi nbi ngan;
5. penilaian hasil bel ajar;
h. Penyel enggaraan penelitian,
i . Penyel enggaraan pengabdi an kepada nasyar akat ;
j. Kerjasama, neliputi:
1. tukar nenukar sunberdaya;
2. kemmhasi swaan;
3. penelitian;
4. pengenbangan,
k. Adm nistrasi dan pendanaan program nmeliputi:
1. ketertiban adm nistrasi;
2. pendanaan;
| . Pel aporan kegi at an proses bel aj ar nmengaj ar.

(2) Direktorat Jenderal Pendidi kan Tinggi dal am nmel aksanakan kegi at an

sebagai mana di maksud pada ayat (1) pada perguruan tinggi swasta
dapat di bantu ol eh Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
( KOPERTI S) .

Pasal 2

(1) Untuk keperluan pengawasan sebagai mana di maksud pada Pasal 1

ayat (1), setiap perguruan tinggi wajib nendokunentasi kan kegi at an

penbel aj aran, penelitian, dan pengabdi an kepada masyar akat .
(2) Kegi atan penbel aj aran el i puti:

a. jum ah mahasi swa;

b. jum ah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif nengajar;

c. jadwal perkuliahan dan praktikum

d. Garis-garis besar program pengaj aran (GBPP);

e. Satuan Admi ni strasi Pelajaran (SAP);



kehadi ran dosen;

kehadi ran nmahasi swa dal am kul i ah;

prakti kum dan ujian;

nilai ujian:

sal i nan/ fotocopy ij azah

dan transkrip akadem k yang di hasi | kan untuk keperl uan
peni | ai an.

x— - Sa —

(3) Kegi atan penelitian yang dil aksanakan ol eh dosen dan mahasi swa d
Lenbaga/ Perguruan Ti nggi yang bersangkutan berupa karya-karya
i | mah, nakal ah, hasil sem nar dan sejenisnya

(4) Kegi atan pengabdi an kepada masyarakat yang terencana dan
terstruktur, neliputi kegiatan penyul uhan, pel ati han, konsultas
dan sej eni snya.

Pasal 3

Kegi at an pengawasan - pengendal i an dan penbi naan sebagai mana di maksud
pada Pasal | dil aksanakan bai k dengan penberitahuan maupun tanpa
penberitahuan kepada perguruan tinggi yang bersangkut an.

Pasal 4

Ber dasar kan hasi| pengawasan- pengendal i an dan penbi naan serta

pel anggar an terhadap peraturan perundang- undangan yang ber| aku,
D rektorat Jenderal Pendidi kan Tinggi berwenang nmenberi kan sanks
adm nistratif sebagai nana di atur dal am Pasal 30 Keputusan Menteri
Pendi di kan Nasi onal Normor 234/ U 2000 dengan sanksi administratif
terberat berupa penutupan perguruan tinggi.

Pasal 5

Setiap perguruan tinggi wajib nelaporkan kegi atan proses bel aj ar
nengaj ar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidi kan
Ti nggi dan Kopertis.

Pasal 6

Dengan berl akunya keputusan ini, Keputusan dan segal a ketentuan yang
bert ent angan dengan Keputusan ini di nyatakan tidak berl aku

a. Keputusan Menteri Pendi di kan dan Kebudayaan Nomor 020/ U 1986
tentang U ian Negara Bagi Mahasi swa Perguruan Tinggi Swasta,;

b. Keputusan Menteri Pendi di kan dan Kebudayaan Nonor 0198/ U/ 1987
t entang Penyel enggaraan U ian Sendiri Bagi Perguruan Tingg
Ti nggi Swast a Ber st atus Di samakan;

c. Keputusan Menterl Pendi di kan dan Kebudayaan Nomor 023/ U 1993
tentang Pembi naan Fakul tas Kedokteran di Perguruan Tinggi Yang
D sel enggar akan Masyar akat ;

d. D ktum Pertama angka 5, 6, dan 7, Keputusan Menteri Pendidi kan
dan Kebudayaan Nonor 324/U/ 1997 tentang Penberi an Wwenang
Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departermen Pendi di kan
dan Kebudayaan Untuk Mengesahkan Salinan Atau Fotocopy |jazah/
Surat tanda Tamat Bel aj ar dan Surat Keterangan Pengganti Atau
Dokumen Lai nnya yang Berpenghargaan Sama Dengan |j azah/ Sur at
Tanda Tamat Bel aj ar;



e. Keputusan Menteri Pendi di kan dan Kebudayaan Nomor 295/ U 1998
tentang Ti dak Berl akunya Beberapa Keputusan Menteri Pendi di kan
dan Kebudayaan Bagi Perguruan Tinggi Yang Tel ah D akreditasi;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 19/ DI KTl / Kep/ 1986; tentang Pedoman Pel aksanaan Keputusan
Menteri Pendi di kan dan Kebudayaan No. 020/ U 1986 tentang U ian
Negar a bagi Mahasi swa Perguruan Tinggi Swasta

g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Nomor 357/ D/ 0/ 1989 tentang Menberl akukan |jazah Bagi Lul usan
Perguruan Tinggi Swasta Terdaftar, D akul, D samakan;

h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 75/ DI KTl / Kep/ 1993, tentang U ian Negara bagi nahasi swa
Fakul t as Kedokteran di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta;

i . Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 421/ DI KT/ Kep/ 1996; tentang Persyaratan dan Tata cara
U ian Negara bagi Mhasiswa Program Sarjana dan D pl oma Per gur uan
Ti nggi Swast a;

j . Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 304/ Dl KT1/ Kep/ 1998; tentang Ti ndak Lanjut Keputusan Menteri
Pendi di kan dan Kebudayaan No. 188/ U/ 1998 tentang Akreditas
Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana

k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 314/ Dl KT1/ Kep/ 1998; tentang Petunjuk Pel aksanaan Penbi naan
dan Pengawasan terhadap program studi yang tidak Terakreditas
untuk program Sarjana di Perguruan Tinggi;

| . Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 347/ DI KTl / Kep/ 1998; tentang Persyaratan dan Tata cara Uian
Pengawasan Mutu bagi Mahasi swa Program Pasca Sarjana Program
Magi ster Perguruan Tinggi Swasta,

m Keputusan Direktur Jenderal Pendidi kan Ti ngg
Normor 374/ DI KT/ Kep/ 1998; tentang Petunjuk Pel aksanaan dan
Pengawasan Program Studi yang Terakreditasi untuk Program Sarj ana
di Perguruan Tinggi

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tet apkan di Jakarta

pada tanggal 23 Novenber 2001
MENTERI PENDI DI KAN NASI ONAL,
TTD,

A. MALI K FADJAR



